
~ 
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Safinan 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZJN USAHA HOTEL 

DI KABUPATEN BOJONEGORO 

Menimbang 

Meng,ngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a. bahwa dengan t>erlakunya Un(Jong-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tontang Pajak Oaorah dan Retribusi Oaerah. Pemerintah 

Oaerah di bonkan Wewenong Untuk momungut Pajak Daerah 

dan Retribusi Oaerah ; 

b. bahwa Pemungutan Retnbusl lzin Usaha Hotel bukan 

merupokan salah s.llu jenis Rotnbusi yang d1alur dalam 

Undang-Undang Non1or 28 Tahun 2009 sehingga perlu untuk 

mencabut Poraluran Oaerah Nomor 21 Tahun 2005 lcntang 

Retribusi lzin Uaaha Hotel ; 

1. Undani;,-U'ldang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Oaerah-daerah Kabupaten/Koto di 

Ungkungan Propinsi Jnwa Tmur (Oiundangkan pado 

tanggal 8Agustus 1950) ; 

2. Und11119-U,1dang Nom0< 28 Tahun 1999 tentang 

Penyclenggaraan Negara Yang Bersih dan Ocbas dan 

K0<upsl. Kolusl dan Nepolisme: 

3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : 

4. Undang-Undang N0<nor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerinlahan Oaerah, sebagaimana telah diubah kedua 

kalinya terakhir dengan Undang-undang Nom0< 12 Tahun 

2008: 

5. Undang-Undang N0<n0< 28 Tahun 2009 tontang Pajak 

Oaerah dan Retribu~i Oaerah : 

6 Peraturan Pemerinlah Nomo, 67 Tat1Un 1996 tentang 

Penyelcnggoroan Kepariwtsoloan : 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemorintah Daerah; 

6 Peraluran Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 lentang 

Pembagian Urusan Pen,erintah antara Pemerimah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupolen/Kota; 

0. Perntumn Prosi<lon Nomor T ohun 2007 lonlong 

Pengosahan. Pengundnngan dan Penyebarluasan 

Peraluran Perundang-undongan; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

lentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Oaoroh; 

11 Peraturan Menteri Oalom Negerr Nonror 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Oaerah; 

12.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 

tent~ng Lembaran Daerah dan Berita Oaerah; 

Oengan Porsetujuan Borsama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

dan 

Mefletapkan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN : 

PER.ATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 21 TAHUN 2005 
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN 
BOJONEGoao. 

Pasal 1 

Poraluran Daorah Kabupaton Bojonogoro Nomot 21 Tahun 2005 Tentang Retriboso 

lzrn Usaha ~totol Di Kabupaten Bojoneg010 (Lembaron Oaerah Tohun 2005 Nomor) 

dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 
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Pasal 2 

Peraluran Daorah ini mula, borlaku pada langgal cJiundangkan. 

Agar sollap o, ang mongelahuinya. memo11ntahkan pengundangan Poraluran Da'?r ah 

m, dcngan penempalannya dalam I ernbaran Daerah Kabupalen Boionegoro. 

O,vndangkan d1 Bojonego,o 
pada tanggal 31 Oesember 2010 

Ditetapkan !1J Bojonegom 

pada tanggal 5 Nopember 2010 

BUPATI BOJONEGORO 

ltd. 

H. SU 'f OTO 

SEKRETARIS DAER/If! KABUPIITEN BDJONEGORO 

lld 

Ors. SOEHADI MOELJONO.MM 
Pembwla Ulama Muda 

NIP 19600131 196603 1 008 

LEMBIIRAN OAERAfl KACUPATEN BOJONEGORO TAHUN 201 0 NOMOR 14. 

Sal1non sesuaJ dengan asbnya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPIITEN BOJONEGORO 

. Dr;. SOEHAD;;;ikNQ.ti\M :,. 
Pembina Utama Muda 

NIP 19600131 1986031 006 


